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Penyelenggara pelayanan WAJIB menyusun

dan menetapkan Standar Pelayanan

Tolok ukur yang dipergunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji penyelenggara kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan

terukur.

UU 25 Tahun 2009 Pasal 20

PermenPANRB No 15 Tahun 2014



TUJUAN Standar Pelayanan

Untuk  memberikan kepastian,   
meningkatkan kualitas dan kinerja 
pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat dan selaras dengan 
kemampuan penyelenggara sehingga 
mendapatkan kepercayaan 
masyarakat.



4 BERKELANJUTAN 5 TRANSPARANSI

P R I N S I P  P E N Y U S U N A N  
S T A N D A R  P E L A Y A N A N

PERMENPANRB NO. 15 TAHUN 2014

SEDERHANA1
mudah dimengerti, 
mudah diikuti, mudah 
dilaksanakan, mudah 
diukur

PARTISIPATIF2
melibatkan masyarakat 
dan pihak terkait lainnya 
untuk membahas 
bersama

3 AKUNTABEL
dapat dilaksanakan dan 
dipertanggungjawabkan

terus menerus dilakukan 
perbaikan sebagai 
upaya perbaikan 
kualitas dan inovasi 
pelayanan

dapat dengan mudah 
diakses oleh masyarakat

6 KEADILAN
pelayanan yang 
diberikan dapat 
menjangkau semua 
masyarakat



0201 0503 04

Tugas dan 
Fungsi yang 

dimiliki

Apa Jenis
pelayanan
dan produk
akhirnya

Siapa 
masyarakat 

yang dilayani: 
Umum, Instansi 

Pemerintah, 
atau Internal?

Dokumen 
pendukung: 

SOP, SPM, dll

Melakukan 
monev 

berkelanjutan 
terhadap SP 
yang telah 

disusun

Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan



Perbedaan SP, SOP dan SPM

Standar 
Pelayanan 

Minimal (SPM)

Standar 
Pelayanan

Standar 
Operasional 

Prosedur (SOP)

Ketentuan tentang jenis dan 
mutu pelayanan dasar yang 
merupakan urusan wajib 
daerah yang berhak 
diperoleh setiap warga 
secara minimal.

Tolak ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan 
acuan penilaian kualitas 
pelayanan sebagai kewajiban dan 
janji penyelenggara kepada 
masyarakat dalam rangka 
pelayanan yang berkualitas, 
cepat, mudah, terjangkau, dan 
terukur.

Serangkaian instruksi tertulis 
yang dibakukan mengenai 
berbagai proses 
penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan, 
bagaimana dan kapan harus 
dilakukan, dimana dan oleh 
siapa dilakukan.

SPM

SP

SOP



Ke-PASTI-an 
PELAKSANAAN

SOP

Ke-PASTI-an PENERIMA-
an

(Customers)

SP

Ke-PASTI-an 
PEMERINTAH (KINERJA)

SPM

Manfaat SP, SOP dan SPM



K O M P O N E N  
S T A N D A R  P E L A Y A N A N

PERMENPANRB NO. 15 TAHUN 2014
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1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Jangka waktu 

pelayanan
4. Biaya / tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan 

pengaduan, saran dan 
masukan

SERVICE 
DELIVERY

MANUFACTURING

1. Dasar hukum
2. Sarana dan prasarana
3. Kompetensi pelaksana
4. Pengawasan internal
5. Jumlah pelaksana
6. Jaminan pelayanan
7. Jaminan keamanan dan 

keselamatan pelayanan
8. Evaluasi kinerja pelaksana

(Wajib Dipublikasikan; Pihak penyelenggara pelayanan 
berhubungan dengan pengguna layanan)



1 .  P E R S Y A R A T A N  P E L A Y A N A N
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyatan teknis 
atau administratif

contoh:



Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima 
pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses 

yang harus dilalui seorang pelanggan untuk 
mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

contoh:

2 .  P R O S E D U R  P E L A Y A N A N



Jangka waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari 

setiap jenis pelayanan

contoh:

3 .  J A N G K A  W A K T U  
P E L A Y A N A N



Ongkos yang dikenakan pada penerima layanan 
dalam mengurus dan/atau menerima pelayanan 

dari penyelenggara
contoh:

4 .  B I A Y A / T A R I F  P E L A Y A N A N



Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

contoh:

5 .  P R O D U K  P E L A Y A N A N



Organisasi penyelenggara wajib membuat 
mekanisme pengelolaan pengaduan dan tindak 

lanjut, seperti penyediaan kotak saran, sms, 
portal pengaduan, dan penyediaan petugas 

penerima pengaduan
contoh:

6 .  P E N G E L O L A A N  P E N G A D U A N  



Peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar penyelenggaraan pelayanan

contoh:

7 .  D A S A R  H U K U M  



Fasilitas yang digunakan untuk 
menyelenggarakan pelayanan, termasuk 
fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan

contoh:

8 .  S A R A N A  D A N  P R A S A R A N A  



contoh:

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana, 
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, 

dan pengalaman

9 .  K O M P E T E N S I   P E L A K S A N A  



contoh:

Sistem pengendalian intern dan pengawasan 
langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan 

kerja atau atasan langsung pelaksana

1 0 .  P E N G A W A S A N  I N T E R N A L  



contoh:

Informasi mengenai komposisi atau jumlah 
petugas yang melaksanakan tugas, sesuai 

dengan pembagian dan uraian tugasnya

1 1 .  J U M L A H  P E L A K S A N A



contoh:

Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 
sesuai dengan Standar Pelayanan. Jaminan 

Pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP 
sesuai kapasitas manajemen yang ada untuk 

memberikan kepastian bahwa kualitas 
penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar 

Pelayanan.

1 2 .  J A M I N A N  P E L A Y A N A N



contoh:

Bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa 
aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan

1 3 .  J A M I N A N  K E A M A N A N  
D A N  K E S E L A M A T A N  

P E L A Y A N A N



contoh:

Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar 

Pelayanan

1 4 .  E V A L U A S I  K I N E R J A  
P E L A K S A N A



Siklus Penyusunan SP



P e n y u s u n a n  R a n c a n g a n  
S t a n d a r  P e l a y a n a n1

Pada awal penyusunan
Standar Pelayanan,
Organisasi Penyelenggara
Pelayanan memiliki
kewajiban untuk menyusun
Standar Pelayanan berupa
Rancangan Standar
Pelayanan terlebih dahulu
sebagai bahan diskusi
dengan masyarakat.



P e m b a h a s a n  R a n c a n g a n  
S t a n d a r  P e l a y a n a n2

Tujuan dilakukan pembahasan dengan masyarakat :
Menyelaraskan kemampuan Penyelenggara Pelayanan
dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi
lingkungan, meliputi : dukungan pendanaan, pelaksana yang
bertugas, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas.

• Pembahasan dengan 
masyarakat dapat dilakukan 
dalam bentuk diskusi terbatas, 
dengar pendapat, lokakarya, 
dan sebagainya.

• Mempertimbangkan juga hasil 
SKM, pengaduan masyarakat, 
dan unsur lainnya (Sarpras, 
SDM).
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Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan PublikPasal 39 ayat 1 : Peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dimulai sejak 
penyusunan standar pelayanan 
sampai dengan evaluasi dan 
pemberian penghargaan.

Pasal 39 ayat 4 : tata cara
pengikutsertaan masyarakat
dalam penyelenggaraan
pelayanan publik diatur lebih
lanjut dalam peraturan
pemerintah. (PP 96/2012 dan
Peraturan Menteri PANRB No. 16
Tahun 2017

FKP sebagai proses
koordinasi dan kolaborasi
antara pemerintah dan
masyarakat

Aspirasi Masyarakat
Masyarakat menginginkan pelayanan publik 
berkualitas dan bagian dari pembangunan 
berkelanjutan

Forum Konsultasi Publik
PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017 



Pihak yang Terlibat 
dalam FKP

Penyelenggara 
Layanan

Unit yang menyelenggarakan
layanan publik.

1

Stakeholder
Pelayanan Publik

Pihak lain yang berkaitan 
dengan kegiatan pelayanan 

pada unit penyelenggara.

3

OMS/LSM
Organisasi masyarakat 

sipil yang bergerak 
sesuai pada isu yang 

berkaitan layanan yang 
diberikan.

3

Media Massa

Pers sebagai bentuk 
keterbukaan informasi publik

4

Pengguna Layanan

Masyarakat yang 
menggunakan layanan pada 

unit terkait

2

Ahli/Pakar

Individu/organisasi yang 
merepresentasikan keahlian

yang berkaitan dengan 
layanan yang diberikan

6



P e n e t a p a n  S t a n d a r  P e l a y a n a n3

Standar Pelayanan yang telah 
disepakati antara 
penyelenggara dan pengguna 
layanan kemudian ditetapkan
minimal oleh Pimpinan 
Penyelenggara Pelayanan 
Publik



P e n e t a p a n  M a k l u m a t  P e l a y a n a n4

ISI
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai Standar Pelayanan
2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan 

kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus menerus
3. Pernyataan kesediaan menerima sanksi dan/atau 

memberikan kompensasi bila pelayanan tidak sesuai 
Standar Pelayanan

KEWAJIBAN LAIN
Mempublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada 
masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses 
masyarakat

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan 
dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan 
pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan



P e n e r a p a n  S t a n d a r  P e l a y a n a n  
&  M a k l u m a t  P e l a y a n a n

5

Integrasi dan Internalisasi
Memberikan pemahaman kepada seluruh 
jajaran organisasi penyelenggara layanan

Sosialisasi
Membangun pemahaman dan 

persamaan persepsi kepada stakeholder



P e m a n t a u a n  d a n  E v a l u a s i6
Perbaikan 

Standar Pelayanan

INOVASI     

PERBAIKAN 
PELAYANAN    

EVALUASI     

PEMANTAUAN     
START



Pasal UU/PP Uraian Kewajiban Penyelenggara Ancaman Sanksi

Pasal  20 (1) UU Wajib menyusun dan menetapkan SP Dengan sanksi Pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri

Pasal 20 (2) UU Wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam 
Penyusunan SP

Dengan sanksi Pembebasan dari Jabatan

Pasal 26 (1) PP Pembahasan Rancangan SP wajib mengikut 
sertakan masyarakat. 

Teguran tertulis

Pasal 27 (1) PP Rancangan SP yang telah dibahas wajib 
dipublikasikan

Teguran tertulis

Pasal 20 (3) UU Wajib menerapkan SP Dengan sanksi Pembebasan dari Jabatan

Pasal 30 (1) PP Wajib menyusun dan menetapkan Maklumat 
Pelayanan

Pembebasan dari jabatan

Pasal 33 (1) PP Wajib meninjau ulang SP yang telah 
ditetapkan dalam waktu 3 tahun

Pembebasan dari jabatan

Dikenakan atas kewajiban yang tidak dijalankan dan merupakan penjabaran Sanksi yang telah ada dalam Undang-undang, misalnya:

UU No. 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 96 tahun 2012 

tentang pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Kewajiban dan Sanksi



TERIMA KASIH
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